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BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR &7 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis

yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan

kesehatan manusia;

. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomar 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
288/MENKES/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan
Sarana dan Bangunan Umum;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
852/MENKES/SK/IX/2008 tentang Dokumen Strategi
Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Batu Bara.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

M,
o -

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  Pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Batu Bara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu
Bara.

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR
adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk
kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk
tembakau.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Batu
Bara.

Pengelola, Pimpinan dan/atau penanggung jawab adalah
orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin
dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha
di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik
milik pemerintah maupun swasta.

Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok
orang.

Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan
sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara
sosial dan ekonomis.

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk
cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman
nicotiana tobacum, nicotiana rustika, dan spesies lainnya
atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat
adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan:
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11.

12.

13.

14,

15.

Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun
terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang
dikeluarkan oleh perokok.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang
digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan
dan/atau pelatihan.

Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka
yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang
memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk
beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara
permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi
Lembaga, Instansi Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok

dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa
Rokok.

BABII
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

KTR meliputi :

a.

b.
. e.
d.

fasilitas pelayanan kesehatan;
tempat proses belajar mengajar;
tempat anak bermain; dan
tempat ibadah;



Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a meliputi :

R He e p g

Rumah Sakit;

Rumah Bersalin;

Poliklinik;

Puskesmas;

Tempat Praktek Kesehatan Swasta;
Laboratorium; dan

Posyandu.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b meliputi :

o opo TP

Sekolah;

Madrasah;

Balai Pendidikan dan Pelatihan;
Balai Latihan Kerja;

Bimbingan Belajar; dan
Tempat Kursus.

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf ¢ meliputi :

a.

b.
¢,
d.

Kelompok Bermain;

Penitipan Anak;

Pendidikan Anak Usia Dini (Paud); dan
Taman Kanak-Kanak.

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d

meliputi :

a. Masjid/Mushola;
b. Gereja;

c. Vihara; dan

d. Klenteng.



BAB III
TANDA LARANGAN MEROKOK

Pasal 8

Pimpinan Lembaga, Institusi dan Penanggung Jawab KTR wajib
memasang tanda larangan merokok di Kawasan Tanpa Rokok
pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal ©

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 berbentuk :

a. tulisan dan gambar; dan

b. suara.

Pasal 10

(1) Tanda larangan merokok yang berbentuk tulisan dan
gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a
harus jelas dan mudah terbaca.

(2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa stiker, spanduk, banner dan/atau barang
lain.

Pasal 11

Tanda dilarang merokok berbentuk suara antara lain :
a. pengumuman melalui pengeras suara;
b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau

c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak
merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 12

(1) Tanda larangan merokok berupa stiker sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) minimal berukuran lebar
15 (lima belas) cm dan panjang 30 (tiga puluh) cm.

(2) Tanda dilarang merokok berupa spanduk atau banner
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) minimal
berukuran lebar minimal 60 (enam puluh) cm dan panjang
130 (seratus lima puluh) em.,



"

zr-.;\ ]
“

¥

Pasal 13

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi :

a. terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan
lingkaran merah yang disilang;

b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;

c. ditempatkan di semua pintu utama dan di setiap ruang
rapat; dan

d. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah
terbaca.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR

agar :

a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau
lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

b. melarang semua orang merokok di KTR yang menjadi
tanggungjawabnya;

c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat
dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan

d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok
sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan

tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca
dan/atau didengar baik.

Pasal 15

(1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.

(2) Setiap orang/badan dilarang memprorﬁosikan,
mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki izin untuk
menjual rokok. '

(4) Iklan, promosi, dan sponsorship dilarang ditempatkan
pada:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar:
c. tempat anak bermain; dan

d. tempat ibadah.

7
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

BABV
MEKANISME PENEGURAN

Bagian Kesatu
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab fasilitas
pelayanan kesehatan, wajib melarang kepada setiap pasien
dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis
untuk merokok di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas
pelayanan  kesehatan, wajib menegur dan/atau
memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila
terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis
dan non medis merokok di tempat pelayanan kesehatan.
Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non
medis berkewajiban melaporkan kepada pengelola,
pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas pelayanan
kesehatan, apabila ada yang merokok di tempat pelayanan
kesehatan.

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab fasilitas
pelayanan kesehatan, wajib memperingatkan pelanggar dan
mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh
pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non
medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 17

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
proses belajar mengajar, wajib melarang kepada peserta
didik, pendidik, dan tenaga kependidikan serta seluruh
unsur sekolah lainnya untuk merokok di tempat proses
belajar mengajar.

Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
proses belajar mengajar wajib menegur dan/atau
memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada

veserta didik. pendidik: dan tenasa: kenendidikin wrrts
unsur sekolah lainnya, apabila terbuktl merokok di tempat

proses belajar mengajar.
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(3) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta
seluruh unsur sekolah lainnya berkewajiban melaporkan
kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab
tempat proses belajar mengajar, apabila terbukti ada yang
merokok di tempat proses belajar mengajar.

(4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
proses belajar mengajar, wajib memperingatkan pelanggar
dan mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan
oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
serta seluruh wunsur sekolah lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Tempat Bermain Anak

Pasal 18

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
bermain anak, wajib melarang kepada pengguna dan/atau
pengunjung untuk merokok di tempat anak bermain.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
bermain anak wajib menegur dan/atau memperingatkan
dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna
dan/atau pengunjung ada merokok di tempat bermain
anak.

(3) Pengguna dan/atau pengunjung tempat bermain anak
berkewajiban melaporkan kepada pengelola, pimpinan
dan/atau penanggung jawab tempat bermain anak, apabila
terbukti ada yang merokok di tempat anak bermain.

(4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
anak bermain, wajib memperingatkan pelanggar dan
mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh
peserta pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3).

Bagian Keempat
Tempat Ibadah

Pasal 19

(1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat

ibadah, wajib melarang masvarakat atawn orens yois
menjalé.nkan ibadah merokok di tempat ibadah. &
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(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
ibadah wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau
mengambil tindakan, apabila ada masyarakat atau orang
yang menjalankan ibadah merokok di tempat ibadah.

(3) Masyarakat wajib melaporkan kepada pengelola, pimpinan
dan/atau penanggung jawab tempat ibadah, apabila
terbukti ada yang merokok di tempat ibadah.

(4) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat
ibadah, wajib memperingatkan pelanggar dan mengambil
tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat {3).

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan
meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas
dari asap rokok.

Pasal 21

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
(2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan,
kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga
= atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Q (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dilakukan dengan cara :

a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan
berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait
dengan KTR;

b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana
dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan
KTR;

c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan
penyuluhan serta menyebarluaskan informasi kepada
masyarakat;

d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan
Pasal 8; dan

e. melaporkan setiap orang yane terbulti melanerar Passl
& hepada pimpinan/penanggungjawab KTR, e g
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BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 22

(1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang
dinyatakan sebagai KTR.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR
fasilitas pelayanan kesehatan;

b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
pendidikan melakukan pembinaan KTR tempat proses
belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau
berkumpulnya anak-anak;

¢. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial
melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;

(3) Pembinaan sebagaimana dimeksud pada ayat (i)
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) sesuai bidang

tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi
Sekretaris Daerah.

Pasal 24
Pembinaan pelaksanaan KTR, berupa :
a. bimbingan dan/atau penyuluhan;
b. pemberdayaan masyarakat; dan
c. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat
dilakukan oleh :

1
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a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai

kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan
KTR; dan

b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga

dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

SKPD bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau
lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan
pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 27

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang
dinyatakan sebagai KTR.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;

a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR
fasilitas pelayanan kesehatan;

b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang
pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR
tempat proses belajar mengajar dan tempat anak
bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak:

c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial
melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah.

Pasal 28

(1) Pengelola, pemimpin dan/atau penanggung jawab KTR
wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang
menjadi tanggungjawabnya.

(2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR
harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPD
terkait paling lambat 6 (enam) bulan sekali.

12
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal ?©¢ Oktoiec 2017

Plt. BUPATI BATU BARA
TTD

RM. HARRY NUGROHO

Diudangkan di Lima Puluh
pada tanggal 23 Ukiobec 20173}

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2017 NOMOR &7

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 196607071986021001
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